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ARTICLE

INEO ABSTRACT

Keywords Groundwater tax is one of state revenues sourcing from tax

Revenue  Increase  Strategy, collection. As regulated in Regulation of the Governor of DKI

Groundwater Tax JAKARTA Number 38 Year 2017. Recorded land subsidence has
occurred since the early of 1990s. To anticipate, Government of DKI
Jakarta Province has stipulated groundwater utilization tax through
Governor Regulation No. 10 Year 1998 to encourage community
and industry to use Water Company’s water and reduce excessive
groundwater extraction which will threaten environmental
sustainability. This research aims to determine the implementation
of strategy for increasing groundwater tax revenue along with its
problems and efforts. Based on conceptual model of Machfud Sidi k
and Chairil Anwar Pohan. By using qualitative research methods
descriptive  approach, using data collection techniques by
observation, interview and documentation. The results show that
strategy for increasing groundwater tax revenue at UPPPD
Cempaka Puti h has not worked well, because there are still many
taxpayers who have not re-registered, the lack of expansion of new
taxpayers, human resources are still not educating taxpayers and
have not fully implemented sanctions because of the low
supervision. In this research, it is necessary to suggest that
strategy for increasing groundwater tax revenue at UPPPD
Cempaka Putih in order data collection and supervision activities
are carried out by tax authorities directly, so that tax authorities are
more active i n socializing the management and licensing of
groundwater tax.

PENDAHULUAN

Pajak air tanah merupakan salah satu sumber dari penerimaan pajak daerah DKI Jakarta
yang berasal dari pemungutan pajak. Sebagaimana yang diatur didalam PERGUB DKI
JAKARTA Nomor 38 Tahun 2017 tentang pemungutan pajak air tanah. Penurunan permukaan
tanah yang tercatat sudah terjadi sejak awal 1990an sekitar 3-10 cm pertahunnya. Untuk
mengantisipasinya Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 1998 telah menetapkan pajak pemanfaatan air
tanah melalui Pergub No 10 Tahun 1998. Tujuannya untuk mendorong masyarakat dan industri
agar menggunakan air PAM dan mengurangi pengambilan air tanah yang berlebihan dan terus
menerus yang akan mengancam kelestarian lingkungan.

Berdasarkan tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2014 — 2020
dapat terlihat bahwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 target dan realisasi penerimaan
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pajak air tanah mengalami pergerakan yang sangat fluktuatif fluktuatif sehingga diperlukan strategi
yang harus dibuat agar realisasinya terus meningkat atau stabil. Dengan munculnya permasalahan
yang ada mengenai pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk meningkatkan penerimaan pajak
air tanah akibat kurangnya kesadaran wajib pajak sehingga banyak terjadi pengambilan air tanah
secara berlebihan dan terus menerus yang akan mengancam kelestarian lingkungan.

Fenomena yang penulis temukan dari wawancara pra penelitian dengan informan di UPPPD
Cempaka Putih adalah masih banyak potensi penggunaan air tanah tanpa izin khususnya di sentra
komersial di UPPPD Cempaka Putih. Indikasi ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak wajib
pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga berdampak pada berkurangnya
pendapatan asli daerah dari pajak air tanah di wilayah UPPPD Cempaka Putih.

KAJIAN PUSTAKA

1. Administrasi : Menurut Siagian (Pasolong, 2012:50) yaitu bahwa : Administrasi adalah
sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang di dasarkan
atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Administrasi Publik : Menurut Woodrow Wilson (Syafri, 2012:24) : vyaitu bahwa
“Administrasi Publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah
ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera
dan keinginan rakyat.

3. Administrasi Perpajakan : Menurut Pandiangan (2014:43) definisi administrasi perpajakan
adalah sebagai berikut: Administrasi Perpajakan adalah kegiatan pentatausahaan dan pelayanan
yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta
kewajiban di bidang perpajakan.

4. Pajak : Menurut Djajadiningrat (Resmi, 2013:1-2) menjelaskan tentang Pajak yaitu : Pajak
adalah kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu
keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai
hukuman ,menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak
ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara
umum.

5. Pajak Daerah : Menurut Mardiasmo (2013:12) menjelaskan tentang Pajak Daerah yaitu :
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

6. Pajak Air Tanah : Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan / atau
pemanfaatan Air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan
dibawah permukaan tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah dan atau
air yang berasal dari batuan dibawah permukaan tanah.

7. Strategi Dalam Meningkatkan Pajak Daerah : Menurut Pringgowidagda dalam Mulyadi dan
Risminawati (2012:4) menyatakan bahwa “Strategi diartikan suatu cara, teknik, taktik, atau
siasat yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
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Kerangka Pemikiran

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan suatu daerah adalah bagaimana
meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
Dan salah satu aspek penerimaan daerah bersumber dari penerimaan pajak air tanah. Ada beberapa
faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak air tanah, yaitu sistem intensifikasi,
sistem ekstensifikasi, pengawasan, penagihan pajak, pemeriksaan dan sanksi perpajakan.
Berdasarkan keenam poin tersebut maka penulis mencari kendala apa saja yang mempengaruhi
peningkatan penerimaan pajak air tanah, tentunya UPPPD harus mempunyai solusi atau upaya
yang sedemikian rupa agar penerimaan pajak air tanah dapat sesuai dengan target yang telah
ditentukan.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian merupakan metode atau cara untuk mengadakan
penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik
analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan melakukan
analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh dilapangan berupa kata-kata. Adapun
langkah yang peneliti gunakan dalam menganalisis data sesuai dengan pendapat yang
dikembangkan oleh Miles and Huberman (Sugiyono, 2012 : 91) analisis data dalam penelitian
kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai
pengumpulan data dalam periode tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Dalam teknik penulisan ini penulis mendapatkan data sekunder dari Unit Pelayanan
Pemungutan Pajak Daerah Cempaka Putih berupa target dan realisasi jumlah wajib pajak air tanah
yang terdaftar di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Cempaka Putih dan yang membayar
serta data target dan realisasi penerimaan pajak air tanah di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak
Daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat.

a. Berikut ini Data Jumlah Wajib Pajak Air Tanah pada tahun 2017 sampai dengan 2020 di
UPPPD Cempaka Putih
Tabel 1V.9
Data Jumlah Wajib Pajak Air Tanah Yang Terdaftar dan Yang Membayar
Tahun 2017- 2020

Tahun Jumlah Wajib Pajak Jumlah Wajib Pajak %
Yang Terdaftar Yang Membayar

2017 37 16 43

2018 38 12 36

2019 40 18 45

2020 43 17 39

Sumber (Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta) Diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 1V.9 penulis mendapatkan data wajib pajak air tanah di UPPPD
Cempaka Putih yang terdaftar di tahun 2017 sejumlah 37 sedangkan jumlah wajib pajak yang
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membayar pajaknya hanya 16 dengan presentase 43% yang berarti jumlah wajib pajak yang
membayar belum mencapai target. Sedangkan pada tahun 2018 sejumlah 38 yang terdaftar
dan jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya hanya 12 dengan presentase 36% yang
berarti wajib pajak yang membayar pajak air tanahnya bukan hanya tidak mencapai target
akan tetapi juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2019
sejumlah 40 yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya hanya 17 dengan
presentase 43% berarti jumlah wajib pajak yang membayar pajak air tanahnya juga belum
mencapai target tapi sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan di tahun 2020
sejumlah 43 yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya hanya 21 dengan
presentase 48% yang berarti wajib pajak air tanah yang membayar pajak air tanahnya kembali
belum mencapai target tapi sudah lebih baik dari tahun sebelumnya.

b. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2017-2020 di UPPPD Cempaka
Putih.
Tabel 1V.10
Data Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Pada UPPPD Cempaka
Putih Tahun 2017-2020 (Dalam Rupiah)

Tahun Target Realisasi Persentase
2017 594.000.000 480.540.759 80%
2018 536.000.000 250.961.960 47%
2019 755.000.000 620.290.920 82%
2020 464.000.000 366.958.000 79%

Sumber (Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta) Diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 1V.10 penulis mendapatkan data target dan realisasi penerimaan pajak
air tanah di UPPPD Cempaka Putih pada tahun 2017 target penerimaan sebesar Rp
594.000.000 sedangkan realisasi penerimaannya sebesar Rp 480.540.759 dengan presentase
80%. Lalu pada tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup signifikan yakni dari target Rp
536.000.000 sedangkan realisasi penerimaannya hanya Rp 250.961.960 dengan presentase
47%. Hal ini karena adanya penutupan sumur di beberapa tempat oleh perusahaan yang
memiliki dewatering. Perusahaan yang awalnya menggunakan air tanah untuk kegiatan
operasionalnya kemudian pada awal tahun 2018 perusahaan menutup dewatering tersebut
karena kegiatan operasionalnya telah selesai. Sehingga UPPPD meminta untuk menurunkan
target penerimaan di tahun 2018 karena perusahaan tersebut adalah wajib pajak air tanah
dengan pembayaran yang cukup tinggi pada setiap tahunnya.

Memasuki tahun 2019 terjadi peningkatan kembali pada realisasi penerimaan pajak air
tanah meskipun masih belum bisa mencapai target yang di tentukan pada tahun tersebut yaitu
dengan target sebesar Rp 755.000.000 dengan realisasi penerimaannya sebesar Rp
620.290.920 dan presentase 82%. Memasuki tahun 2020 penerimaan kembali mengalami
penurunan dengan presentase penerimaan hanya sebesar 79% dari target yang salah satu
penyebabnya karena mulai memasuki masa pandemic, dimana target awal sebesar Rp
464.000.000 akan tetapi realisasi penerimaannya hanya Rp 366.958.000 hal ini menunjukkan
bahwa penerimaan pajak air tanah dalam empat tahun belakangan mengalami turun naik atau
dapat dikatakan tidak dalam keadaan yang stabil.
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Pembahasan

1. Analisis Pelaksanaan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah Pada Unit
Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Cempaka Putih.

Strategi merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan, sebelum dijalankan strategi harus

direncanakan dan disusun sesuai dengan keadaan atau fakta-fakta yang terjadi di dalam
UPPPD. Dari susunan itu kemudian dibuatkan suatu tujuan dan sasarannya. Tujuan terbagi
menjadi 2 yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Sedangkan sasaran itu
adalah apa yang akan dicapai atau dihasilkan.

1)

2)

Pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan pajak air tanah dengan sistem
intensifikasi

Pelaksanaan strategi dengan sistem intensifikasi dimaksudkan untuk menambah
sumber-sumber penerimaan baru tetapi dengan cara suatu usaha untuk meningkatkan
pendapatan dengan mengelola sumber-sumber penerimaan dengan baik. Upaya untuk
meningkatkan penerimaan peningkatan pendapatan daerah melalui pajak daerah dapat
ditempuh dengan cara penyesuaian tarif, menata seluruh sumber pendapatan daerah,
mengkaji ulang Perda yang dianggap sudah tidak relevan, tidak hanya besar tarif akan
tetapi dapat pula dengan penambahan jenis kriteria dalam penambahan tarif. Pengelolaan
administrasi yang dimaksud adalah penyempurnaan pendataan yang dapat memberikan
informasi yang cepat terhadap penyimpangan dan kebocoran, sehingga dapat dengan
mudah dan cepat diadakan pemeriksaan dan pengawasan. Pengendalian atas kebocoran
pendapatan untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan, dan sosialisasi peraturan daerah
tentang pajak daerah setempat terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran
membayar pajak daerahnya.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dalam penelitian ini juga
dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan pajak air tanah
menggunakan sistem intensifikasi diperlukan adanya tindakan sesegera mungkin agar
target yang telah ditentukan dapat segera tercapai. Langkah awal yang dilakukan
bisa melalui pendataan SKPD dan data wajib pajak yang belum mendaftar ulang karena
target yang tidak tercapai. Upaya yang dapat dilakukan berikutnya berupa penyuratan
yang di lakukan dua sampai tiga kali yang jika tetap tidak diindahkan maka fiskus dapat
melakukan penyegelan hingga penutupan sumber air tempat wajib pajak menggunakan
air tanah melalui kerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air.

Pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan pajak air tanah dengan sistem
ekstensifikasi

Dalam pelaksanaan strategi peningkatan pajak air tanah sangat diperlukan adanya
sistem ekstensifikasi yaitu upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah
melalui pajak daerah dengan cara memperluas atau menambah objek penerimaan sebagai
sumber pendapatan asli daerah yang baru terdiri dari menggali sumber penerimaan
baru dan menambah sumber penerimaan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dalam penelitian ini juga
dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan pajak air tanah
dengan sistem ekstensifikasi dilakukan dengan baik oleh fiskus dalam rangka
meningkatkan penerimaan pajak air tanah. Upaya yang dilakukan misalnya dengan
mendata wajib pajak yang ada dilapangan, memperluas wajib pajak baru melalui
berbagai kegiatan seperti seminar dan penyuluhan kepada wajib pajak dari pintu ke
pintu.
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3)

4)

5)

6)

Sistem Pengawasan

Dalam meningkatkan penerimaan pajak air tanah itu sendiri diperlukan pengawasan
yang dilakukan secara terus menerus agar tidak ada lagi wajib pajak air tanah yang
menunggak kewajibannya ataupun melanggar peraturan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dalam penelitian ini juga
dijelaskan bahwa sistem pengawasan pada peningkatan penerimaan pajak air tanah
memerlukan adanya dukungan data yang akurat dan selalu diperbarui secara berkala untuk
dapat menilai keseriusan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya, menghindari wajib
pajak yang belum melakukan daftar ulang dan yang belum melakukan kewajiban
perpajakannya.

Sistem Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data,
keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dalam penelitian ini  juga
dijelaskan bahwa sistem pemeriksaan meliputi pemeriksaan data wajib pajak yang ada
pada sistem dengan yang ada dilapangan dan data wajib pajak yang belum melakukan
kewajibannya yaitu melakukan pembayaran pajak.

Sistem Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang
pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan,
melaksanakan penagihan seketika atau sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,
menjual barang-barang yang telah disita.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dalam penelitian ini juga
dijelaskan bahwa sistem penagihan pajak meliputi mendata wajib pajak yang tidak
membayar pajaknya atau tidak melakukan kewajiban perpajakannya lalu akan diberikan
surat penagihan pajak dan surat teguran hingga surat perintah untuk penyegelan.

Sanksi Pajak

Terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi
administrasi terdiri dari sanksi berupa bunga, denda dan kenaikan. Lalu sanksi pidana
terdiri dari sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana penjara.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dalam penelitian ini juga
dijelaskan bahwa sanksi pajak yang pernah diberikan oleh UPPPD Cempaka Putih
yaitu sanksi administrasi berupa memberikan himbauan, surat teguran, pemasangan
sticker hingga penyegelan atau penyitaan. Adapun sanksi pidana belum pernah di
terapkan.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah
Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Cempaka Putih.

Pada pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan pajak air tanah terdapat beberapa

hambatan yang dihadapi oleh UPPPD Cempaka Putih berdasarkan wawancara antara lain
kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya, masih banyaknya penggunaan air
tanah secara ilegal atau wajib pajak yang belum mendaftarkan dirinya, sumber daya manusia
yang ada kurang mengedukasi, lalu hambatan lainnya dikarenakan pencatatan/ pengawasan
bukan dilakukan oleh orang UPPPD Cempaka Putih pihak UPPPD sendiri nantinya yang
akan melakukan pendataan ulang bila ditemukan data dan penerimaan yang diduga tidak
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sesuai dengan keadaan lapangan, pengawasan yang bukan langsung dilakukan oleh pihak
UPPPD secara langsung ini juga meningkatkan kemungkinan adanya kecurangan yang
menyebabkan hasil yang diperoleh dari pendataan tersebut kurang maksimal atau bahkan
tidak sesuai dengan kenyataannya dilapangan.

Pada wawancara dengan beberapa informan dalam penelitian ini juga didapatkan informasi
bahwa hambatan utama yang dirasakan oleh fiskus adalah kurangnya kesadaran dan
kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sedangkan hambatan
yang dirasakan oleh wajib pajak dalam mengurus kewajiban perpajakan air tanahnya
adalah sosialisasi dalam pengurusan dan perizinan pajak air tanah yang sangat minim.

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak
Air Tanah Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Cempaka Putih.

Pada pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan pajak air tanah UPPPD  Cempaka
putih upaya yang dilakukan untuk membuat penerimaan pajak air tanah mencapai
target penerimaan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang berwenang yaitu dalam
hal ini fiskus dari UPPPD Cempaka Putih yaitu dengan mengikuti berbagai peraturan yang
berlaku dari pemerintah daerah berupa penagihan secara aktif, memberikan surat himbauan
dan teguran serta mensosialisasikan informasi mengenai pengurusan dan perizinan pajak
air tanah kepada wajib pajak. Selain itu melakukan pendataan ulang wajib pajak air tanah
berdasarkan SK Kepala dinas tahun 2015 tentang penerimaan Pajak Air Tanah yang
menggunakan pompa air tanah sebagai cadangan dan pensegelan pompa air tanah tanpa izin.

KESIMPULAN

Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada BAB IV yang dilakukan pada Unit Pelayanan

Pemungutan Pajak Daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat maka kesimpulan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan pajak air tanah di UPPPD Cempaka Putih Jakarta
Pusat belum sepenuhnya berhasil dengan baik, hal ini terlihat dari banyaknya wajib pajak yang
belum melakukan pendaftaran ulang, kurangnya perluasan wajib pajak baru, sumber daya
manusia yang ada kurang dalam mengedukasi wajib pajaknya dan sanksi pidana yang belum
diterapkan sepenuhnya untuk menimbulkan efek jera.

2. Hambatan vyang terjadi dalam pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan pajak air
tanah di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Cempaka Putih yaitu:

1) Kurangnya Kkesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya
menyebabkan tingkat pencapaian penerimaan pajak air tanah belum maksimal.

2) Pendatatan atau pengawasan bukan dilakukan oleh pihak UPPPD Cempaka Putih.

3) Sulitnya memperoleh perizinan menyebabkan banyaknya pemasangan pompa air tanah
ilegal serta rendahnya tingkat pengawasan mengakibatkan tingginya kemungkinan wajib
pajak melakukan kecurangan.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan strategi
peningkatan penerimaan pajak air tanah di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Cempaka Putih yaitu :
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1)

2)

3)

Melakukan pendataan terhadap objek pajak daerah yang dapat dimulai dari yang
mempunyai nilai ekonomi tertinggi hingga pendataan objek pajak baru yang belum
ditetapkan sebagai wajib pajak.

Melakukan pembaruan data secara berkala, pemasangan sticker terhadap penunggak
pajak daerah, melakukan penagihan aktif kepada wajib pajak yang menunggak.

Melakukan penyegelan terhadap pompa air tanah illegal dan melakukan sosialisasi serta
seminar mengenai peraturan pajak air tanah.
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